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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa peran unit PPA adalah melakukan proses mediasi sesuai dengan 

kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan prinsip restorative justice di 

Kota Gorontalo yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan 

melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan 

pelaku/pelanggar. Cara lainnya tidak lain adalah musyawarah kelompok 

keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku 

dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku 

serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan 

fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai 

kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah 

adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan 

oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. 

2. Sementara itu faktor – faktor apa yang  menjadi kendala bagi peran unit 

pelayanan perempuan dan anak dalam  penerapan prinsip restorative 

justice pada tindak pidana anak sebagai pelaku. 

Kendalanya pada saat mengundang pihak korban dan keluarganya 

yang mana pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku. 
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Pencarian alamat korban dan tersangka dimana jika memberikan 

alamat yang kurang lengkap, Sehingga mempersulit pihak kepolisian 

dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara korban maupun 

pelaku. 

Menentukan waktu untuk membicarakan perdamaian. Ketika 

dilakukan kesepakatan waktu, ketidak konsisten pihak-pihak yang terlibat 

membuat terhambatnya proses penerapan prinsip restorative justice 

sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran dan masukan, diantaranya peran UUPA dalam penerapan prinsip 

Restorasive Justice serta faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip 

retoratife justice adalah sebagai berikut. 

1. Pihak Kepolisian khususnya UPPA Polres Gorontalo Kota agar lebih 

memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam menangani 

masalah anak.  

2. Diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap UPPA mengenai Restoratif 

Justice. 

3. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak. 

4. Kepolisian seharusnya memberikan penyuluhan hukum terhadap 

masyarakat tentang  Restorasive Justice 
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5. Diharapkan adanya peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-

instansi terkait terutama dalam penanganan kasus-kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum. 
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